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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dah hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Kecamatan Poncol Tahun 2019 ini dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Kecamatan Poncol disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah, sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam mencapai visi dan misinya.
LKJ IP Kecamatan Poncol Tahun 2019 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan misi dan visi Kecamatan Poncol yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yakni : “MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA ”.
Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berhasil dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu LKjIP ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan penyempurnaan –penyempurnaan, oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan LKjIP ini disampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncol Tahun 2019 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan sebagai bahan evaluasi serta perencanaan kegiatan yang akan datang.
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyelenggaraan pemerintahan yang Berhasil (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah (LKJIP), Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2018-2022, yang merupakan pedoman dalam pembangunan Kecamatan Poncol dengan visi “MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA ”.
Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil  dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2019, yaitu; 2 ( Dua ) sasaran dicapai dengan kategori Sangat Berhasil. 

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.901.600.837,00  yang telah direalisasi sebesar   Rp. 2.347.081.971,00 atau 60,15 %.


A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.  Kecamatan Poncol adalah salah satu Perangkat Pemerintah Kabupaten Magetan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. 

 Kecamatan merupakan Perangkat Pemerintah Kabupaten di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi, sebagai berikut : 
1)
menyelenggarakan Urusan Pemeritahan Umum;
2)
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3) 
mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4)
mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;angkat Daerah di tingkat kecamatan;
5) 
membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan;
6)   melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan, dan;
7)  melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturn perundang-undangan.
8)   Pelaksanaan dan pengawasan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
9)  
Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan /  atau Kelurahan ;
10) 
Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

11)  Pembinaan kepegawaian Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
12) Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
13)
 Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap  kewenangan yang menjadi  tanggungjawab Kecamatan; dan 

14)   Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
b.Sekretariat kecamatan mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan,mengkoordinasikan,mengendalikan,membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum,kepegawaian,perlengkapan,penyusunan program dan keuangan.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1) pengelolaan urusan surat menyurat,kearsipan,keprotokolan,rumah tangga,ketertiban,keamanan,penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
2) penyusunan perencanaan,evaluasi dan pelaporan kegiatan;
3) pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
4) pengelolaan urusan kepegawaian;
5) pengelolaan urusan keuangan;
6) pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
7) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kecamatan
8) Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat.
c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

1) melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
2) membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
3) menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
4) melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
5) mengurus dan mencatat barang inventaris dan perengkapan kantor;
6) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian,cuti,kenaikan pangkat,pensiun;
7) menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
8) mengurus kesejahteraan pegawai;
9) merencanakan pengelolaan arsip;
10) melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik, dan;
11) melaksanakan tuga slain yang diberikan oleh Sekretaris;
d . Sub bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksnakan tugas mempunyai fungsi;
1) mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
2) menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
3) melaksankan tata usaha keuangan;
4) memferifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
5) melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
6) melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
7) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
8) menyusun laporan keuangan;
9) melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
10) mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan progra kegiatan;
11) menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
12) menganalisa data,menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA);
13) melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
14) menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
15) menghimpun data dan menyusun laporan monitoring,evaluasi hasil rencana kerja,realisasi fisik dan anggaran,Sistem Informasi Perencanann Daerah (SIPPD).Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP),Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
16) mengelola dokumen perjanjian kinerja;
17) mengkoordinasikan,menghimpun pelaksanaan penyusun Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
18) menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
19) melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
d Seksi Tata Pemerintahan 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1) menyusun program kerja dan anggaran seksi Tata Pemerintahan 
2) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa / Kelurahan

3) melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
4) melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
5) melaksanakan fasilitasi penataan,pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
6) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
7) menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan/keagrariaan;
8) mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu);
9) mengkoodinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat/lembaga wilayah desa/kelurahan;
10) melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11) menyusun evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan; dan;
12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
f. 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
Untuk menyelenggrakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :
1) melaksanakan program kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) melaksanakan pembinaan ketertiban wilayah;
3) melaksanakan progrm dan pembinaan perlindungan masyarakat (LINMAS);
4) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,pelestarian Bhinka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5) mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,umat beragama,rasdan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional, dan nasional;
7) Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial , politik ideologi negara , dan kesatuan bangsa

8) Pelaksanaan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya

9) Penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban

10) Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan mempunyai tugas :

1) Menyusun program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
3) Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab. / Kota – RPJMDes);
4) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
5) Fasilitasi kerja sama antar dea dan kerja sama dengan pihak ketiga;
6) Memfasilitasi kegiatan PKK;
7) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilyahnya;
8) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
9) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
10) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa di bidang perekonomian,pembangunan,lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
11) Mengkoordinasikan pelaksanaaan program dan pembinaaan di bidang perbankan,koperasi dan perkreditan rakyat;
12) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan,perkebunan,perikanan dan pertanian;
13) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengeloaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana prasaranan desa/kelurahan;
14) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan; dan
16)  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
g. 
Seksi Kesejahteraan Sosial 

Untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas :

1) Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial;
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan:
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga kemasyarkatan dan pelayanan;
4) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
5) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan;
6) Penyusunan kegiatan dan program pegembangan sarana dan prasarana keagamaan
7) Pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana keagamaan 
8) Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan peringatan hari -  hari besar nasional dan Agama
9) Penyusunan program dan kegiatan dalam rangka usulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
10) Penyusunan evaluasi da pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial
11) Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat.
C.
STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur Organisasi Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Bupati  Magetan nomor 82 Tahun 2016 terdiri dari :


a. Camat;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan

2) Sub Bagian Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan
c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

f.  Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
g. Kelurahan membawahkan :


1.
Sekretariat;


2.
Seksi Pemerintahan,Ketrentaman dan Ketertiban Umum


3.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat;


4.
Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 tahun 2016 adalah sebagai berikut :


0


D.
SUMBER DAYA APARATUR.
Kondisi Perangkat Kecamatan Poncol sampai dengan akhir Desember 2019 didukung SDM sebanyak 17 orang meliputi 1 Camat ( Eleson III.a), 1 orang Sekcam (Eselon III.b) 3 orang Kasi (Eselon IV.a) , 1 Orang Kepala Kelurahan ( eselon IV a) ,1 Orang Sekkel ( Eselon IV b) , 2 Orang Kasi Kelurahan ( IV b ) , 2 orang Kasubag (Eselon IV.b) dan 6 Orang Staf, dengan golongan / ruang kepegawaian sebagaimana tertera ditabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut golongan :
	NO
	URAIAN
	GOLONGAN
	JUMLAH

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1.
	CAMAT
	
	
	
	1
	1

	2.
	SEKCAM
	
	
	
	1
	1

	3.
	KASI
	
	
	3
	
	3

	4.
	KASUBBAG
	
	
	2
	
	2

	5.
	KAKEL
	
	
	1
	
	1

	6.
	SEKKEL
	
	
	1
	
	1

	7.
	KASI KEL
	
	
	2
	
	2

	8.
	STAF
	
	4
	2
	
	6

	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH
	17


Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut Pendidikan :
	NO
	JENJANG PENDIDIKAN
	JURUSAN
	JUMLAH PEGAWAI

	1
	Paska sarjana / S2
	Manajemen
	1 Orang

	2
	Sarjana / S1
	Administrasi Negara
	3 Orang

	3
	Sarjana / S1
	Pendidikan
	1 Orang

	4
	Sarjana / S1
	Psikologi
	1 Orang

	5
	D3
	Sarjana Muda
	1 Orang

	6
	D3
	Administrasi Kesekretariatan
	1 Orang

	7
	SMK / STM
	Mesin
	1 Orang

	8
	SMK /SMEA
	Keuangan
	1 Orang

	9
	SMA / ALIYAH
	
	7 Orang

	JUMLAH
	17 Orang


Tabel 1.3 Jumlah Pejabat struktural

	NO
	ESELON
	JUMLAH

	1.
	ESELON III A
	1

	2.
	ESELON III B
	1

	3.
	ESELON IV A 
	4

	4.
	ESELON IV B
	5

	JUMLAH
	11 Orang


E.
P E M B I A Y A A N.
Jumlah anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.901.600.837,00 terealisasi sebesar Rp. 2.347.081.971,00 atau 60,15 %.dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:
Tabel 1.7  Anggaran dan Realisasi

	NO
	JENIS
	ANGGARAN             ( Rp )
	REALISASI            ( Rp )
	PROSEN
TASE
 ( %)

	1.
	Belanja Tidak Langsung
	1.708.659.837,00
	1.467.387.759,00
	85,88

	2.
	Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Barang dan Jasa
c) Belanja Modal
	57.050.000,00
1.294.467.000,00
513.383.000,00
	54.500.000,00

991.907.712,00
221.480.000,00
	95,53
76,62
43,14


1. Perbandingan Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019
	NO
	JENIS
	TAHUN 2018
	TAHUN 2019

	
	
	ANGGARAN
	REALISASI
	ANGGARAN
	REALISASI

	1.
	Belanja Tidak Langsung
	1.633.493.427,00
	1.507.945.471,00
	170.865.9837,00
	1.467.387.759,00

	2.
	Belanja Langsung

a). Belanja Pegawai

b). Belanja Barang dan Jasa

a). Belanja Modal
	113.692.000,00

676.543.900,00

211.879.100,00


	113.565.000,00

652.524.057,00

210.932.000,00
	57.050.000,00
1.294.467.000,00

513.383.000,00
	54.500.000,00

991.907.712,00

221.480.000,00

	Jumlah 1+ 2
	2.635.608.427,00
	2.484.966.528,00
	3.538.659.837
	2.700.315.471


F.
PELAKSANAAN TUGAS.
Pelaksanan tugas yang dilakukan Kecamatan adalah melaksanakan program-program kegiatan dan pencapaian.kegiatan / realisasinya .
1. Program Kegiatan
A. Sekretariat

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air,Listrik

3) Penyediaan jasa Keamanan dan kebersihan Kantor

4) Penyediaan jasa alat tulis kantor

5) Penyediaan barang cetak dan penggandaan

6) Penyediaan alat listrik elektronik
7) Penyediaan makanan dan minuman rapat

8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

9) Penyediaan perangko , materai dan benda pos lainnya
10)  Penyediaan jasa dokumentasi kegiatan.
11)  Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
12)  Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b) Pemeliharaan rutin/berkala kedaraan Dinas/Operasional
c) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/kantor
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja   dan Keuangan
    a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 4) Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan
    a) Fasilitasi Pelayanan administrasi Kewilayahan Kecamatan
5)
Program Pemberdayaan Kelurahan


a)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

b)
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan 

c) Pebangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (DAU Tambahan)


d)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)
B. Urusan Wajib Seksi Tata Pemerintahan

a. Peningkatan Administrasi Pemerintahan

1) Pembinaan dan Pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa

- Pembinaan Administrasi Keuangan Desa dan Kekayaan Desa
2) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa

- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

- Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa
3). Penataan  Administrasi Kependudukan dan catatan sipil
1) Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan

2) Perekaman eKTP
4). Intensifikasi pelunasan Pajak bumi dan Bangunan
C. Urusan Wajib Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
     1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
a. Perencanaan Pembangunan Daerah

· Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Pembangunan Kecamatan

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

· Fasilitasi Lomba Antar Wilayah

· Frekuensi Monev kegiatan Pembangunan

c.Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan Desa

· Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik
· Fasilitasi Program PNPM
· Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi

· Usaha Ekonomi Desa dan simpan Pinjam
d. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
· Monev dan Pelaporan ADD/ AAK
e.Pengembangan Data Informasi dan Statistik Desa
· Penyusunan Profil Desa
f. Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan / Desa

· Peningkatan Peranan Wanita / PKK
D. Urusan wajib Seksi Ketentraman dan Ketertiban

a. pembinaaan perlindungan Masyarakat
- Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
b. Pemeliharaan KAMTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Pengamanan wilayah patroli terpadu dan poskamling
c. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Peyediaan Jasa Keamanan Kantor
d. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

- Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam
e. peningkatan kualitas Pelayanan Publik

- Pelayanan ijin Keramaian
f. Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah kabupaten/kecamatan/desa

- Peningkatan dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

E. Urusan wajib Seksi Kesejahteraan Sosial
  1. Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan / Desa
a.  pembinaan kesehatan Masyarakat dan Keluarga berencana

- Peningkatan jumlah aseptor KB

- Pelayanan PAP Smear

-Pelaksanaan Donor Darah

b.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- pendistribusian RASKIN
-  Pendistribusian Bantuan PKH
c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

1) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Bidang Sosial
- Penyaluran bantuan untuk Korban Bencana Alam

d. Pembinaan dan peningkatan Pemerintah kabupaten/kecamatan/Desa
- Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Umat Beragama

A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Poncol.
B. VISI

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Magetan dan Tugas Pokok Kecamatan Poncol, maka kami menetapkan VISI  “MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA’’

Untuk mencapai Visi tersebut di atas kami menetapkan Misi dan strategi antara lain :

“Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil”

C. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan keberhasilan – keberhasilan  yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.
 Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.   

Dengan mengacu pada visi “MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA “ dan misi Kecamatan Poncol serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Kecamatan Poncol Tahun 2018-2023, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
Tujuan jangka menengah Kecamatan Poncol  yaitu sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas penyelenggaran pemeritahan dan pelayanan publik di kecamatan”
Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna:

1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terkahir Rencana Strategis;
2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan keberhasilan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melaui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Kecamatan Poncol , adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan;

2. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, asset,pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan
Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Poncol adalah sebagai berikut (sebagaimana yang tertuang dalam Formulir RS) :
Tabel 4.1.  Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
	Visi     :  Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera

	Misi   :
“Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil”



	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayana publik di kecamatan
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
Indikator : 

· Skor IKM
	· Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
· Mengevaluasi kinerja pelayanan aparatur 


	· Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran

· Menyediakan sarana prasarana yang optimal penunjang pelayanan
· Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur

· Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat

· Melaksanakan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan

	
	
	
	

	
	2. Meningkatkannya kualitas tata kelola keuangan, asset,pelayanan, public dan pemerintahan Desa / Kelurahan 
Indikator : 
· Prosentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80
	Meningkatkan kualitas penyelengaraan  administrasi pemerintahan Desa / Kelurahan
	Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi Pemerintahan Desa / Kel


Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Kecamatan Poncol  menentukan strategi berupa Kebijakan dan Program sebagai berikut :
a. KEBIJAKAN :
1. Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran 

2. Menyediakan sarana prasarana yang optimal penunjang pelayanan
3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.

4. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat

5. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan 

6. Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan
Adapun kebijakan tersebut diatas dituangkan melalui program antara lain :
P R O G R A M :

a) Pelayanan administrasi perkantoran;

b) Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur;

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
d) Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
D. INDIKATOR  KINERJA  UTAMA  ( IKU ) TAHUN  2019
Instansi 
: KECAMATAN PONCOL
Visi       :  Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
Misi        
 :   “Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang  baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil”

     Tugas    : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. 

    Fungsi  : a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Sosial
c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat
d. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga
e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum
g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat
i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan
j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD
m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan
n. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati
E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
Penetapan Kinerja Kecamatan Poncol merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2019. Penetapan Kinerja tahun 2019 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018- 2023               ( Lampiran 2.), yang dapat diuraikan sebagai berikut:
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Program/ Kegiatan
	Anggaran
RP

	Meningkatkan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran  
	Ketersediaan jasa dan pelayanan Administrasi Perkantoran 
	12 Bulan
	Penyediaan  jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	122.000.000,-


	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
	Perentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Aparatur
	100

	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
	77.000.000,-


	Survey Kepuasan Masyarakat
	Skor Survey Kepuasan Masyarakat
	80,35
	Survey Kepuasan Masyarakat
	13.000.000,-

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas
	18 kali
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
	30.000.000,-

	Pengadaan Perlengkapan Kantor
	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor
	7 Buah
	Pengadaan Perlengkapan Kantor
	34.600.000,-

	Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor
	Jumlah Kegiatan pemeliharaan gedung kantor
	7 kegiatan
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor
	81.900.000,-

	Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah dokumen yang disusun
	10 dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
	7.500.000,-

	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi  perkantoran Kelurahan Alastuwo
	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran
	100%
	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi  perkantoran Kelurahan Alastuwo
	90.000.000,-

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal kelurahan
	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun
	5 kegiatan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal kelurahan
	300.000.000,-

	Pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Alastuwo 
	 Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Alastuwo 
	5 kegiatan
	Pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Alastuwo 
	275.000.000,-

	Pembangunana Sarana dan prasaran local kelurahan
	Jumlah kegiatan Pembangunana Sarana dan prasaran local kelurahan
	5 kegiatan
	Pembangunana Sarana dan prasaran local kelurahan
	447.059.000,-

	Pemberdayaan masyarakat di keurahan Alastuwo
	Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat di keurahan Alastuwo
	3 kegiatan
	Pemberdayaan masyarakat di keurahan Alastuwo
	52.941.000,-

	
	
	
	
	


F. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA
Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan  dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana  analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator  Kinerja haruslah dipandang sebagai early warning system  yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Camat Poncol dengan Bupati Magetan. 

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :
	JUMLAI NILAI
	KATEGORI

	85 Sampai dengan 100
	Sangat Berhasil

	70 s/d kurang dari 85
	Berhasil

	55 s/d kurang dari 70
	Cukup Berhasil

	kurang dari 55
	Kurang


Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Poncol diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Poncol tahun 2019.
Capaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2019, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). 
1. PENCAPAIAN KINERJA
	NO
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayana publik di kecamatan
	Skor IKM 
	80,45

	80,42

	96


	
	
	Prosentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80
	60
	57
	95


2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA ANTARA TAHUN 2018 DENGAN 2019
	NO
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi



	
	
	
	
	2018
	2019

	1
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayana publik di kecamatan
	Skor IKM 
	80

	80,35

	80,42


	
	
	Prosentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80
	60
	55
	57


3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. 
Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, telah dapat dicapai oleh Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dengan performance kinerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 2 indikator; Prosentase  pelayanan yang sesuai SOP dan Skor IKM. Adapun untuk pelayanan yang sesuai SOP yaitu 92% dikarenakan untuk pelayanan yang lainnya dikarenakan sarana dan prasaranan yang belum mendukung termasuk SDM-nya. Sedangkan untuk skor IKM tahun 2019 80,42. Ini mengalami peingkatan jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 80,35 mengalami kenaikan 0,07 point. Kenaikan pada skor IKM dikarenakan semakin diperbaikinya sarana dan prasarana pelayanan khususnya ruang pelayanan.
Semakin kritisnya masyarakat akan pelayanan publik mempengaruhi tingkat pencapaian , dikarenakan dalam keadaan ini aparatur negara berperan sebagai pelayan masyarakat yang harus mampu dan mau memberikan pelayanan prima dan maksimal dalam memberikan pelayanan.
Analisis pencapaian kinerja dari sasaran I disajikan dalam tabel :
	No
	INDIKATOR
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN
	KATEGORI

	1.
	Skor IKM 
· Hasil Skor Survey IKM Kec. Poncol tahun 2019
	100
	80,42
	80
	Berhasil



Hambatan :

· Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat , menyebabkan aparatur harus mampu memberikan pemahaman dan pelayanan sesuai dengan kemampuan pemahaman masyarakat.
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa 
Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 1 indikator ; Prosentase dokumen administrasi desa/kelurahan yang sesuai administrasi. Adapun capaian kinerja untuk kualitas administrasi desa/kelurahan tahun 2019 adalah 57%. Masih rendahnya capaian ini dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM perangkat desa.
Analisis Pencapaian Kinerja dari sasaran 2 disajikan dalam tabel :
	No
	INDIKATOR
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN
	KATEGORI

	1
	Prosentase dokumen administrasi desa/kelurahan yang sesuai administrsi
Jmh dokumen yg esuai administrsi  x 100 %

Jmh seluruh dokumen yg ada
	100%
	57%
	57%
	Cukup

Berhasil


Hambatan :

Seringkali terjadi kurangnya koordinasi antar bagian , sehingga terjadi keterlambatan sinkronisasi data. Hal tersebut berpengaruh pada waktu yang diperlukan dalam penyelesaian laporan , namun hal tersebut dapat diatasi sehingga tidak terjadi keterlambatan yang jauh dari batas waktu yang telah ditetapkan dan indikator laporan ada dan terkirim 100 % dapat dicapai. 

B. REALISASI ANGGARAN
Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Dana Alokasi Umum Kabupaten Magetan  pada Kecamatan Poncol, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam dokumen Perubahan Anggaran Kerja (PAK) Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.    

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2019, anggaran Kecamatan Poncol dalam PAK sebesar Rp.3.901.600.837,00,dikurangi belanja Pegawai sebesar Rp. 1.708.659.837,00-,yang dipergunakan dalam pelaksanaan kinerja sebesar Rp. 2.192.941.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp.879.694.212,00 atau  40,11 %.  Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
	No.
	Sasaran
	Target
	Realisasi

	
	
	(Rp.)
	Rp.
	%

	1.
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
3. IKM
	212.000.000,-
122.000.000,-

77.000.000,-
13.000.000,-
	209.485.316,-
120.606.016,-

75.879.300,-
13.000.000,-
	98,82 %
98,87 %

98,54 %
100%



	2.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan dinas/ Operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
	146.500.000,-
34.600.000,-
30.000.000,-

81.900.000,-


	140.620.396,-
33.800.000,-

26.218.476,-

80.601.920.,-


	95,99%
97,96%
87,39%
98,42%



	3.
	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	7.500.000,-

7.500.000,-


	7.500.000,-
7.500.000,-

,-
	100%
100%

	4.
	Peningkatan Kelembagaan Kecamatan
1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan
	89.000.000,-
89.000.000,-
	86.900.000,-
86.900.000,-

	 97,64%
97,64%

	5.
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi  Perkantoran

	90.000.000,-
90.000.000,-


	61.698.500,-
61.698.500,-


	68,55%
68,55%


	6.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Kantor
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor


	220.000.000,-
20.000.000,-

190.000.000,-
	19.800.000,-
19.800.000,-

0,00
	9,00 %
99,00%

	7.
	Pemberdayaan kelurahan Alastuwo
1. Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan
2. Pembinaan dan pengembangan masyarakat kel. ALastuwo
	1.075.000.000,-
447.059.000,-

275.000.000,-
	110.340.000,-
204.430.000,-

254.530.000,-
	10,26%
45,73%

92,56%

	8.
	Pemberdayaan Kelurahan (DAU Tambahan)

1. Pembangunan Sarana dan prasarana lokal kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	352.941.000,-

300.000.000,-

52.941.000,-
	243.350.000,-

191.350.000,-

52.000.000,-
	68,95%

63,78%

98,22%


Realisasi sebesar 40,11 % atau di bawah anggaran yang disediakan ini merupakan ralisasi kecmatan dan kelurahan. Realisasi Kecamatan Poncol pada tahun 2019 rendah dikarenakan terkendala pada proses realisasi di Kelurahan Alastuwo yang hanya mencapai 25% dari total anggaran kelurahan Alastuwo, sedangkan untuk Kecamatan Poncol sendiri realisasinya mencapai 97,69% dari total anggaran kecamatan..

KESIMPULAN

A. K
1.
SKPD Kecamatan Poncol tahun 2019 telah melaksanakan program dan kegiatan psesuai DPA sebesar Rp. 3.901.600.837.,-  dan setelah diadakan perubahan Anggaran  terealisasi sebesar Rp. 2.347.081.971,- 
2.
Aparatur Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan telah melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, dan semua permasalahan yang timbul dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

3.
    Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, yang menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter, maka ketetapan dan kecepatan pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.
UPAYA PERBAIKAN

1.
Pelaksanaan tugas bagi aparatur Kecamatan Poncol di tahun-tahun berikutnya lebih dapat ditingkatkan.

2.
Pelayanan kepada masyarakat secara tepat dan cepat atau pelayanan prima  sesuai SOP adalah harapan masyarakat dan harapan kita semua.

3.    Memudahkan koordinasi dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan eksternal.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun  2019 dalam mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Magetan

                                                                              Poncol,      Pebruari 2020
                                                 CAMAT PONCOL
                                               SARENGAT, S.Sos
                                            Pembina 
                                          NIP. 19621231 198508 1 006
LAMPIRAN :
1. RENSTRA

2. RENJA 2019
3. I K U 2019
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2019
6. MATRIKS RENSTRA
Poncol,          Pebruari  2020


CAMAT PONCOL





SARENGAT, S.Sos


Pembina 


NIP. 196212311985081006





CAMAT


SARENGAT, Sos


NIP. 19621231 198508 1 006








SEKCAM


TUMIRAN, S.Sos


NIP. 19650410 1999012 1 001





SUB BAGIAN


KEUANGAN DAN PEP


ANK RAHAYU SETYAWATI, S.Psi


NIP.19780118 200501 2 011











SUB BAGIAN


UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SRI MURYANI


NIP. 19710305 199311 2 001





SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN


WAGIMUN, S.Pd


NIP.19640404 198603 1 035








SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL


SUWANDI


NIP.19630914 198603 1 013





SEKSI TATA PEMERINTAHAN


LANJARIYANTO, S.Sos


NIP.19681001 198922 1 002
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